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        GUBERNUR  SUMATERA  BARAT


      PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG

    PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN KINERJA

      INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT


     DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


GUBERNUR SUMATERA BARAT,

	Menimbang
	:
	a. bahwa pedoman operasional pemeriksaan kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014; 

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan  pemeriksaan sebagai salah satu kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Pedoman Operasional Pemeriksaan Kinerja dimaksud; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat;

	
	
	

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),  sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007  tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007  tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah;

                          MEMUTUSKAN :



	Menetapkan   
	:
	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN KINERJA  INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT.

	
	
	Pasal  I

	
	
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 9 dan 10 dalam pasal 1 disisipkan 1(satu) angka, yakni angka 9a dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 26, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

	
	
	1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

	
	
	2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

	
	
	3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

	
	
	4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Barat.

	
	
	5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

	
	
	6. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Sumatera Barat.

	
	
	7. Pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat mencapai tujuannya yang telah ditetapkan.

	
	
	8. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta pemberian layanan advisory terhadap permasalahan Organisasi Perangkat Daerah.

	
	
	9. Pejabat Pengawas Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD adalah  Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9a Aparat Pengawas Interen Pemerintah selanjutnya disingkat dengan APIP adalah aparat yang  melakukan  pengawasan melalui audit, reviu,  evaluasi,  pemantauan, dan  kegiatan pengawasan lain terhadap  penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

	
	
	10. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah

	
	
	11. Tim Pemeriksa adalah Tim yang ditugaskan oleh Inspektur atas nama Gubernur terdiri dari Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum baik gabungan maupun tidak gabungan untuk melaksanakan Pemeriksaan pada entitas tertentu.

	
	
	12. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai dengan cara membandingkan antara keadaan sebenarnya dengan keadaan seharusnya.

	,
	
	13. Pemeriksaan Kinerja adalah Pemeriksaan yang dilakukan secara berkala untuk menilai pelaksanaan Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Sumber Daya Manusia dengan berpedoman kepada Program Kerja Pengawasan Tahunan  yang ditetapkan setiap tahun.

	
	
	14. Satuan  Kerja  Perangkat   Daerah   yang  selanjutnya   disebut  SKPD  adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

	
	
	15. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah Rencana  Pemeriksaan dalam jangka waktu satu Tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

	
	
	16. Internal Control Questioner yang selanjutnya disingkat ICQ adalah Daftar Pertanyaan yang disampaikan kepada entitas sebelum dilaksanakan pemeriksaan

	
	
	17. Program Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PKP adalah langkah-langkah prosedur dan teknik Pemeriksaan yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa selama pelaksanaan  Pemeriksaan untuk mencapai tujuan Pemeriksaan.

	
	
	18. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan Tim Pemeriksa secara sistematis pada saat melaksanakan Pemeriksaan.

	
	
	19. Naskah Hasil Pemeriksaan  yang selanjutnya disingkat NHP adalah laporan awal dari suatu rangkaian kegiatan Pemeriksaan yang disampaikan kepada entitas setelah pelaksanaan Pemeriksaan, berisikan temuan yang meliputi kondisi, kriteria, sebab, akibat komentar entitas serta rekomendasi.

	
	
	20. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah sarana komunikasi yang resmi bagi Tim Pemeriksa untuk menyampaikan informasi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi kepada entitas atau pihak yang berwenang lainnya. 

	
	
	21. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.

	
	
	22. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindakan yang dilaksanakan oleh entitas sesuai dengan rekomendasi yang telah dikemukakan oleh Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil  Pemeriksaan.

	
	
	23. Entitas adalah objek yang  diperiksa.

	
	
	24. Pengembangan temuan adalah pengumpulan dan pendalaman informasi khusus yang bersangkutan dengan entitas untuk dievaluasi dan dianalisis yang berguna bagi pimpinan entitas.

	
	
	25. Masa yang diperiksa adalah periode atau batas waktu yang akan diperiksa. 

26. Layanan Advisory (Advisory Services) adalah jasa pemberian saran/pertimbangan professional yang diberikan oleh APIP  terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan konsultasi tentang permasalahan yang dihadapi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2. Ketentuan  Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:

a. Penanggung Jawab;

b. Wakil Penanggung Jawab; 

c. Pengendali Teknis;

d. Ketua Tim; dan

e. Anggota Tim.

3. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8, disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan.

(2) Wakil Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

huruf b  mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

a. melakukan reviu PKP;

b. mewakili Inspektur melaksanakan Entry Briefing dan Exit briefing;

c. melakukan reviu hasil Pemeriksaan dan kertas kerja pemeriksaan;

d. memberi petunjuk yang bersifat strategis tentang penyelesaian masalah yang ditemukan saat pelaksanaan pemeriksaan;

e. melakukan reviu NHP dan menandatangani NHP;

f. menyampaikan hasil pemeriksaan  kepada penanggung jawab;.

g. memimpin/melaksanakan sidang paparan hasil pemeriksaan;

h. melakukan reviu dan memaraf LHP;

i. bertanggung jawab terhadap seluruh hasil kegiatan pemeriksaan; dan

j. membuat Nota Dinas, membuat Surat Penegasan Gubernur, dan memarafnya;

(2.a) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c  mempunyai wewenang dan tanggung jawab :

a. merumuskan PKP bersama Ketua Tim dan menandatangani PKP;

b. melakukan penilaian SPI entitas yang diperiksa bersama Ketua Tim;

c. melakukan supervisi/pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa;

d. melakukan reviu atas Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) bersama Ketua Tim;

e. mengkomunikasikan hasil pemeriksaan bersama Ketua Tim kepada entitas;

f. menyusun NHP dan LHP untuk temuan yang menjadi tanggung jawabnya;

g. melakukan reviu terhadap NHP bersama Wakil Penanggung Jawab; dan

h. memimpin tim dalam pelaksanaan sidang paparan hasil Pemeriksaan;

(3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c  mempunyai wewenang dan tanggung jawab :

a. merumuskan PKP dan menandatangani PKP;

b. mendistribusikan tugas kepada para Tim Pemeriksa/anggota;

c. memimpin, membimbing, dan menggerakkan pelaksanaan Pemeriksaan;

d. mengkoordinir Tim Pemeriksa/anggota di lapangan;

e. mengkoordinasikan antar Tim Pemeriksa dengan auditan;

f. mengkomunikasikan hasil Tim Pemeriksa dengan auditan;

g. meminta komentar dari pimpinan auditan;

h. melakukan reviu atas Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) bersama dengan Tim Pemeriksa/anggota;

i. menyusun NHP dan LHP bersama anggota tim; dan

j. melaksanakan sidang paparan hasil Pemeriksaan.

(4) Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d  mempunyai wewenang dan tanggung jawab :

a. mengumpulkan bahan untuk PKP;

b. menyusun PKP;

c. melakukan Pemeriksaan sesuai dengan PKP;

d. mencatat hasil tahapan Pemeriksaan dalam KKP;

e. melaporkan proses tahapan pemeriksaan kepada ketua tim;

f. mendiskusikan masalah-masalah yang ditemui saat pelaksanaan pemeriksaan dengan ketua tim;

g. mengumpulkan dan menyusun current file dan permanent file dalam ordner;

h. menyusun NHP dan LHP bersama ketua tim; dan

i. melaksanakan sidang paparan hasil pemeriksaan

4. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 54A

	
	
	(1) Inspektorat memberikan layanan Advisory terhadap permasalahan yang dihadapi oleh SKPD.

(2) Layanan Advisory diberikan oleh tim layanan Advisory yang telah ditunjuk oleh Inspektur.

(3) Layanan Advisory dapat diberikan secara langsung maupun secara on line.
(4) SKPD yang akan melakukan konsultasi mendatangi Inspektorat atau secara on line menyampaikan permasalahan yang dihadapi.

(5) Tim layanan Advisory akan memberikan layanan dan advis terhadap permasalahan yang disampaikan oleh SKPD sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Lampiran Peraturan Gubernur diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupukan bagian tidak terpisahkan dari  Peraturan Gubernur ini.



	
	
	Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan. Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.




           
Ditetapkan di  Padang

                                                              

pada tanggal     ...............  2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

 Diundangkan di Padang

 pada tanggal  ..................        2017



      SEKRETARIS DAERAH

  Dr. H. ALI ASMAR,  M.Pd  

  Pembina Utama Madya

  Nip.19580705 197903 1 004

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ......... NOMOR.....



